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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak Cipta

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 dijelaskan definisi tentang “Hak Cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Auteurswet 1912 dalam Pasal 1-nya menyebutkan, “Hak Cipta” adalah hak tunggal dari pencipta, atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.
 

Kemudian Universal Copyright Convention dalam Pasal 5 menyatakan sebagai berikut, “Hak Cipta” meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.

Jika dicermati batasan pengertian yang diberikan oleh ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ketiganya memberikan pengertian yang sama. Dalam Auteurswet 1912 maupun Universal Copyright Convention menggunakan istilah hak tunggal sedangkan UUHC 2002 menggunakan hak khusus bagi pencipta. 

Pada Penjelasan Pasal 2 UUHC 2002 menjelaskan pengertian hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Perkataan “tidak ada pihak lain” mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang bersifat eksklusif.  Eksklusif  berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut.

Selanjutnya dari pengertian hak cipta tersebut diatas, dapat dikemukan bahwa inti dari hak cipta tersebut adalah hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak.

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. 

Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Pada penjelasan Pasal 2 UUHC 2002 ditambahkan, bahwa dalam pengertian mengumumkan dan memperbanyak termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, meminjamkan, mengimpor, menjual, menyewakan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Pasal 2 UUHC 2002 menyatakan bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Ini berarti begitu suatu karya cipta selesai diwujudkan, maka terhadap ciptaan tersebut secara otomatis dilindungi secara hukum dan pencipta telah memperoleh hak eksklusif atas ciptaan tersebut. Dengan demikian, dapat dikemukan bahwa terhadap ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 UUHC 2002 yang menyatakan  bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.

Menurut Hutauruk, ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC 2002, yaitu :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.

2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Dalam terminologi UUHC 2002, pengalihan itu dapat berupa pemberian izin (lisensi) kepada pihak ketiga. Misalnya untuk karya film dan program komputer, pencipta ataupun penerima hak (produser) berhak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil.

Hak Cipta Sebagai Hak Kebendaan

Dalam bahasa belanda hak kebendaan disebut “zakelijk recht”. Sri Soedewi Masjehoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni :

“Hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga”.

Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga hak persoonlijk atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak kebendaan.

Ada beberapa ciri pokok yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan yaitu :

1. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.

2. Mempunyai hak yang mengikuti, artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun juga benda itu berada atau hak itu terus mengikuti orang yang mempunyainya.

3. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan, dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi, mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian.

4. Mempunyai hak yang didahulukan.

5. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.

6. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, mengenai hak kebendaan ini dibagi atas dua bagian, yaitu hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas.

a. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi si pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakannya hak kemilikan.

b. Hak kebendaan yang terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik artinya hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak milik.

Jika dikaitkan dengan hak cipta maka dapat dikatakan hak cipta itu sebagai hak kebendaan. Pandangan ini disimpulkan dari rumusan Pasal 1 UUHC 2002 yang mengatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif yaitu hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya pemegang hak khususlah yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang mengganggu atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh hukum.

Hak Cipta Sebagai Hak Kekayaan Immateril 

Menurut OK. Saidin, hak kekayaan immaterial adalah suatu hak kekayaan yang objek haknya adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh).

Pasal 499 KUHPerdata memberikan batasan mengenai rumusan benda, menurut pasal ini bahwa menurut paham undang-undang yang dinamakan benda ialah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak  yang dapat dikuasai menjadi objek kekayaan (property) atau hak milik.

Hak cipta menurut rumusan ini dapat dijadikan objek hak milik, oleh karena itu memenuhi kriteria Pasal 499 KUHPerdata. Si pemegang hak cipta dapat menguasai hak cipta sebagai hak milik.
 

B. Ciri-ciri Hak Cipta
Dari Pasal 3 dan Pasal 4 UUHC 2002 serta Penjelasannya dapat disimpulkan ciri utama dari hak cipta, yaitu :

a. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak (Pasal 3 ayat (1) UUHC 2002).

b. Hak cipta dapat beralih atau dapat dialihkan, baik seluruhnya ataupun sebagian karena  pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 3 ayat (2) UUHC 2002).
Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara lisan tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) UUHC 2002, pemindahan hak atas hak cipta harus didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan atas permintaan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya.

c. Hak yang dimiliki oleh pencipta, atau ahli warisnya setelah pencipta meninggal dunia, tidak dapat disita. Hal ini disebabkan karena hak cipta manunggal dengan penciptanya yang tidak dapat dipisahkan dengan pencipta dan bersifat tidak berwujud maka pada prinsipnya hak cipta tidak dapat disita, kecuali hak cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum. 

C. Jenis-jenis Ciptaan Yang Dilindungi
Menurut L.J Taylor dalam bukunya Muhammad Djumhana dkk, yang dilindungi dengan hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Dengan demikian yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan bukan merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan tersebut biasa terwujud khas dalam bidang kesusasteraan, seni maupun ilmu pengetahuan.

UUHC 2002 dalam penjelasannya menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Pasal 12 UUHC 2002 secara jelas mengatur jenis ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :
a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

e. Drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan, dan pantomim.

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan.

g. Arsitektur.

h. Peta.

i. Seni batik.

j. Fotografi.

k. Sinematografi.

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

m. Semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakan hasil karya itu.

Pada penjelasan Pasal 12 UUHC 2002, diberikan pengertian dari beberapa jenis ciptaan dimaksud di atas, yaitu :

a. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan typholographical arrangement, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

b. Ciptaan lain yang sejenis adalah ciptaan-ciptaan yang belum disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato.

c. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitek, biologi atau ilmu pengetahuan.

d. Gambar antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri.

e. Kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan misalnya dari kain, kertas, kayu yang ditempelkan pada permukaan gambar.

f. Arsitektur antara lain meliputi seni gambar bangunan, seni gambar miniatur dan seni gambar market bangunan.

g.  Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.

h. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat diberbagai daerah, seperti seni songket, ikat dan lain-lain.

i. Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gerak (moving images) antara lain meliputi film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun.

j. Bunga rampai meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kumpulan karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu kaset, cakram optik dan/atau media lain, serta komposisi berbagai karya tari pilihan.

k. Database adalah kompilasi data dalam bentuk apa pun yang dapat dibaca oleh mesin komputer atau dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.

l. Pengalihwujudan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio, dan novel menjadi film.

m. Ciptaan yang belum diumumkan, sebagai contoh sketsa, manuskrip, cetak biru (blue print) dan yang sejenisnya dianggap ciptaan yang sudah merupakan suatu kesatuan yang lengkap.

Disamping mengatur jenis ciptaan yang dilindungi, dalam Pasal 13 UUHC 2002 disebutkan bahwa tidak ada hak cipta atas :

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara.

2. Peraturan perundang-undangan.

3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.

4. Putusan Pengadilan atau penetapan hakim.

5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dilindungi oleh UUHC 2002 adalah yang termasuk dalam karya ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Satu hal yang perlu dicermati adalah yang dilindungi dalam hak cipta adalah haknya bukan benda yang merupakan perwujudan dari hak tersebut. Jadi bukan buku, bukan patung, bukan lukisan, tetapi hak untuk menerbitkan atau memperbanyak atau mengumumkan buku, patung atau lukisan tersebut sedangkan buku, patung, kain batik, kepingan VCD, program komputer yang terekam dalam kepingan CD Rom, dilindungi sebagai hak atas benda berwujud, benda materil yang dalam terminologi Pasal 499 KUHPerdata dirumuskan sebagai ‘barang’ dengan demikian semakin jelas bahwa benda yang dilindungi dalam hak cipta ini adalah benda immaterial (benda tidak berwujud yaitu dalam bentuk hak).

D. Pendaftaran Hak Cipta
Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan. Sesuai yang diatur pada Bab IV UUHC 2002, pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal HAKI yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HKI. Permohonan pendaftaran hak cipta dikenakan biaya (Pasal 37 ayat (2) UUHC 2002). Prosedur dan formulir pendaftaran hak cipta dapat diperoleh di kantor Direktorat Jenderal HAKI. "Daftar Umum Ciptaan" yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelola oleh Direktorat Jenderal HAKI dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.

Menurut Kollewijn,  dalam bukunya OK. Saidin ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran hak cipta, yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.

1. Stelsel konstitutif

Berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan.

2. Stelsel deklaratif 

Berarti bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptaannya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan hak cipta itu diakui keberaanya secara de jure dan de facto. Sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara de jure harus dibuktikan lagi jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan hak cipta disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran terhadap hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC 2002 menganut sistem pendaftaran deklaratif.

Hal ini dikuatkan pula oleh Pasal 36 UUHC 2002 yang menentukan “Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan”.

Ketentuan lain yang membuktikan bahwa UUHC 2002 menganut sistem pendaftaran deklaratif dapat dilihat dari bunyi Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa, “Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal HAKI atau orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan”.

Pendaftaran hak cipta tidak berarti secara substantif, Direktorat Jenderal HAKI bertanggungjawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting karena boleh jadi sebagian kecil dari ciptaan itu benar hasil ciptaanya, tetapi sebagian lain ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan ini Direktorat Jenderal HAKI tidak memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus dipertanggungjawabkan. Sistem pendaftaran deklaratif tidak mengenal pemeriksaan substantif, yakni pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut. Dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadinya sengketa mengenai hak cipta.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan karena tanpa pendaftaran,  hak cipta tetap dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu di dalam pembuktian jika terjadi sengketa.

E. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta 

Menurut OK. Saidin, permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau si pemegang hak cipta dengan surat rangkap dua dan ditulis dalam bahasa Indonesia di atas foto berganda dan disertai dengan biaya pendaftaran dan contoh ciptaan atau penggantinya. Atas dasar surat permohonan tersebut, Direktorat Jenderal HAKI memuat catatan-catatan dan mencantumkan dalam daftar umum ciptaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 catatan yang dicantumkan dalam daftar umum ciptaan antara lain nama pencipta dan pemegang hak cipta, tanggal penerimaan surat permohonan, tanggal lengkap persyaratan (surat permohonan) dan nomor pendaftaran ciptaan. Dalam surat permohonan itu tertera :

a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.

b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta.

c. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa.

d. Jenis dan judul ciptaan.

e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.

f. Uraian rangkap tiga.

Adakalanya nama pencipta dan pemegang hak cipta orangnya berbeda. Hal ini dapat terjadi apabila ciptaan itu telah dialihkan kepada pihak lain, misalnya kepada penerbit untuk buku dan karya ilmiah lainnya atau kepada produser rekaman untuk karya rekaman lagu atau musik atau juga karya sinematografi. Pihak lain itu bisa siapa saja tergantung kepada siapa hak itu dialihkan (atau beralih) oleh penciptanya. Dalam keadaan seperti ini keduanya harus dicatatkan nama dan kewarganegaraannya dalam surat permohonan, demikian pula halnya terhadap penerima kuasa.

Jenis dan judul cipataan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 12, misalnya buku, program komputer, ceramah, alat peraga, lagu, musik, drama, karya pertunjukan dan lain sebagainya yang tercakup dalam karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 
Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya, maksudnya adalah waktu dan tempat ciptaan itu diperkenalkan kepada publik, sedangkan yang dimaksudkan dengan uraian tentang ciptaan adalah gambaran umum tentang ciptaan yang dituangkan secara tertulis dalam formulir permohonan pendaftaran yang telah dipersiapkan secara baku oleh Direktorat Jenderal  HAKI.

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan saja, yang berarti bahwa tidak dapat diajukan bermacam-macam ciptaan dalam satu surat permohonan. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon dalam hal penciptanya lebih dari satu orang atau oleh kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan tersebut disertai contoh ciptaan atau penggantinya dan bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.

Nama dan alamat pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya harus ditulis dengan lengkap, namun untuk permohonan pendaftaran ciptaan yang diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, maka dalam surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut.

Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang kuasa, maka surat permohonan tersebut selain ditandatangani oleh penerima kuasa, juga harus disertai dengan surat kuasa. Kuasa tersebut harus warga Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu pada permohonan tersebut harus dilampirkan surat atau bukti lain yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.

Apabila pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik Indonesia, maka untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah Indonesia.

Surat permohonan yang berisikan nama pencipta, pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan, dan jam surat permohonan diterima, berfungsi sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan.

Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Direktorat Jenderal HAKI atas nama Menteri Hukum dan HAM memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar supaya melengkapi syarat-syarat yang dimaksudkan. Apabila permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut ternyata pemohon tidak memenuhi atau melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan tersebut, maka permohonannya batal demi hukum, artinya jika pemohon hendak meneruskan permohonannya kembali, ia harus mengulangi kembali syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan.

Permohonan pendaftaran ciptan yang telah memenuhi persyaratan tersebut oleh Direktorat Jenderal HAKI diperiksa apakah pemohon benar-benar pencipta atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkan. Sekali lagi pemeriksaanya tidak bersifat substantif, tetapi pemeriksaan secara administrarif saja, misalnya ada pernyataan pencipta yang menyatakan ciptaan itu adalah benar-benar hasil ciptaanya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian disampaikan kepada Mentri Hukum dan HAM untuk mendapatkan keputusannya. Keputusan Mentri Hukum dan HAM diberitahukan kepada pemohon oleh Direktorat Jenderal HAKI.

Dalam hal permohonan ciptaan ditolak oleh Direktorat Jenderal HAKI, pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga dengan surat gugatan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya agar supaya ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan dalam daftar umum ciptaan di Direktorat Jenderal HAKI. Permohonan kepada Pengadilan Niaga tersebut harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya penolakan pendaftaran tersebut oleh pemohon atau kuasanya.

Apabila surat permohonan pendaftaran ciptaan telah memenuhi syarat-syarat, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam rangkap dua. Kedua lembar surat pendaftaran ciptaan tersebut ditandatangani oleh Direktorat Jenderal HAKI atau pejabat yang ditunjuk, sebagai bukti pendaftaran, lembaran yang kedua surat pendaftaran tersebut beserta surat permohonan pendaftaran ciptaan dikirim kepada pemohon dan lembar pertama disimpan di kantor Direktorat Jenderal HAKI.

Dalam daftar umum ciptaan dimuat keterangan sebagai berikut : 

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.

2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta.

3. Jenis dan judul ciptaan.

4. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.

5. Uraian ciptaan.

6. Tanggal dan jam surat permohonan lengkap.

7. Tanggal dan surat permohonan lengkap.

8. Nomor pendaftaran ciptaan.

9. Kolom-kolom untuk pemindahan hak perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan.

Setelah dimuat dalam daftar umum ciptaan, hak cipta yang telah didaftarkan tersebut diumumkan dalam berita resmi ciptaan Direktorat Jenderal HAKI yang berisikan keterangan tentang :

1. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta.

2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta.

3. Jenis dan judul ciptaan.

4. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.

5. Uraian ciptaan.

6. Nomor pendaftaran.

7. Tanggal pendaftaran.

8. Pemindahan hak, perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan pembatalan.

9. Lain- lain yang dianggap perlu.

Seluruh rangkaian proses pendaftaran hak cipta tersebut dikenakan biaya. Besarnya biaya tergantung pada jenis permohonan. Permohonan pendaftaran ciptaan, permohonan pemindahan hak, permohonan perubahan nama dan alamat serta permohonan untuk mendapatkan petikan.

Penerimaan dari hasil pungutan biaya-biaya tersebut, dimaksudkan sebagai penerimaan Negara yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

F. Jangka Waktu Perlindungan Hak  Cipta

Sejarah perkembangan hak cipta di Indonesia sama seperti di luar negeri, yakni dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi namun landasan berpijaknya tetap dipengaruhi oleh landasan filosofis dan budaya hukum suatu Negara.

Mengenai jangka waktu perlindungan hak cipta sebenarnya didasarkan atas landasan filosofis tiap-tiap hak kebendaan, dalam Auteurswet 1912 Hak Cipta hanya dibatasi jangka waktunya sampai 50 tahun, tetapi dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagai UU pencabutan dari Auteurswet dibatasi jangka waktu perlindungan hak cipta hanya 25 tahun. Sehingga dengan diberinya jangka waktu pemilikan hak cipta maka diharapkan hak cipta itu tidak dikuasai dalam jangka waktu yang lama ditangan si pencipta yang sekaligus sebagai pemiliknya, sehingga dengan demikian dapat dinikmati oleh rakyat dan masyarakat luas.

Pada Pasal 29-34 UUHC 2002 diatur ketentuan tentang jangka waktu perlindungan hak cipta adalah :

1. Hak Cipta atas ciptaan

a) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.

b) Drama atau drama musikal, tari, koroegrafi.

c) Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung.

d) Seni batik.

e) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

f) Arsitektur.

g) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya.

h) Alat peraga.

i) Peta.

j) Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai.

Semua ciptaan di atas hak ciptanya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Jika ciptaan tersebut di atas diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka hak ciptanya berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan berlangsung terus hingga 50 tahun sesudah pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia.

2. Hak cipta atas ciptaan

a) Program computer.

b) Sinematografi.

c) Fotografi.

d) Database.

e) Karya tulis hasil pengalihwujudan.

Semua ciptaan di atas berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.

3. Hak cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan.

Mulainya perlindungan yaitu sejak 1 Januari tahun berikutnya setelah suatu ciptaan diumumkan, diketahui umum, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia.
Dengan ditetapkannya batasan tertentu berakhirnya hak si pencipta, maka orang lain dapat menikmati hak tersebut secara bebas, artinya ia boleh mengumumkan atau memperbanyak tanpa harus meminta izin kepada si pencipta atau si pemegang hak dan ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Selama ini hak cipta yang telah habis masa berlakunya hanya menguntungkan pihak tertentu, khususnya pihak produser rekaman dalam karya cipta lagu dan pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa buku atau hasil karya ilmiah lainnya. Dengan berarkhirnya jangka waktu pemilikan tersebut maka jadilah karya cipta itu sebagai milik umum (public domain).
G. Hak Terkait

Istilah hak terkait (neighboring right), dalam lapangan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pengaturannya antara lain dijumpai dalam Rome Convention (1961). Untuk istilah ini ada yang menerjemahkan dengan istilah Hak yang bertetangga dengan hak cipta, ada pula yang menerjemahkan dengan istilah hak yang berhubungan dengan hak cipta, dan terakhir UUHC 2002 menerjemahkan istilah hak yang terkait dengan hak cipta.

Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian, bahwa hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya bagi produser rekaman suara atau rekaman bunyinya dan bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Jadi hak terkait dimiliki oleh Pelaku, Produser Rekaman dan Lembaga Penyiaran.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 10, 11 dan 12 secara berturut-turut dijelaskan pula siapa yang dimaksud dengan pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, tari sastra, folklore, atau karya seni lainnya.

Produser rekaman suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekam dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran, berbentuk badan hukum yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.

Pemegang hak terkait ini memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya mengeksploitasi haknya.

Pada Pasal 49 UUHC 2002 menyebutkan tentang hak dari para pemegang Hak Terkait, antara lain :

Ayat (1)

Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar petunjukkannya.

Ayat (2)

Produser rekaman suara memilki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi lainnya.

Ayat (3)

Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui tranmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lainnya.

Jangka waktu perlindungan bagi pemegang hak terkait ini, berdasarkan Pasal 50 UUHC 2002  adalah :
1. Bagi Pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan kedalam media audio atau media audiovisual.

2. Bagi Produser rekaman suara, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam.

3. Bagi Lembaga Penyiaran, berlaku 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.  

Penghitungan jangka waktu perlindungan yang dimaksud dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah :

a. Karya pertunjukan selesai dipertunjukan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media audiovisual.

b. Karya rekaman suara selesai direkam.

c. Karya siaran selesai direkam untuk pertama kali.

H. Lisensi Hak Cipta

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
Perjanjian lisensi ini harus dibuat secara tertulis. Perjanjian lisensi ini dapat dilakukan secara eksklusif maupun non eksklusif. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 46 UUHC 2002 yang menyebutkan, bahwa kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUHC 2002. Jika perjanjian dibuat secara eksklusif berarti pemegang hak cipta tidak dapat lagi melaksanakan sendiri atau melisensikan kepada pihak ketiga lainnya hak cipta yang dimilikinya.  

Mengenai isi perjanjian lisensi tidak diatur secara tegas, hanya saja dalam Pasal 47 ayat (1) UUHC 2002 diberi batasan, bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

I. Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelanggaran Hak Cipta.

Jika ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan tindakan berupa :

1. Mengajukan permohonan penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. Ketentuan penetapan sementara pengadilan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Ketentuan tentang dimaksud di atas diatur dalam Pasal 67-70 UUHC 2002. Dalam Pasal 67 UUHC 2002 dijelaskan bahwa atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk :

a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta khususnya mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi.

b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.

c. Meminta kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut memang berhak atas hak cipta atau hak terkait, dan hak pemohon tersebut memang sedang dilanggar.

Dalam waktu 30 hari setelah dikeluarkan surat penetapan sementara Pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan. Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan  dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan tersebut.

2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau perbanyakannya. Terhadap putusan dari Pengadilan Niaga dapat diajukan kasasi. Ketentuan tentang penyelesaian sengketa melalui gugatan ini diatur dalam Pasal 55-66 UUHC 2002.

3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI dan/atau PNS Direktorat Jenderal HAKI. Pelanggaran terhadap hak cipta dikategorikan sebagai tindak pidana (kejahatan) dan ancaman pidananya diatur dalam Pasal 72 UUHC 2002 dan termasuk tindak pidana biasa.

J. Ketentuan Pidana Mengenai Pelanggaran Hak Cipta
Pelanggaran terhadap hak cipta ruang lingkupnya sangat luas dan kompleks sesuai dengan permasalahan hak atas kekayaan intelektual yang kompleks pula dan ditambah dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan nasional maupun internasional yang sangat cepat. Pelanggaran terhadap hak cipta pada dasarnya dilakukan sebagai tindakan manusia yang ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas secara mudah.

Menurut ketentuan Pasal 72 ayat (1) UUHC 2002, menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Pasal 72 ayat (2) menyebutkan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

UUHC 2002 menempatkan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelumnya, dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan. Perubahan sifat delik ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat yang menyebabkan suatu pelanggaran bisa diperkarakan ke Pengadilan secara cepat dan tidak perlu menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemegang hak cipta.

Tindak pidana terhadap hak cipta dapat dikelompokkan kedalam salah satu jenis kejahatan ekonomi yaitu berupa property crimes, maksudnya adalah perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan harta benda atau harta kekayaan seseorang atau negara yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi.

2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individu saja.

3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan dilingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain. 

4. Perbuatan bisa dilakukan oleh seseorang atau korporasi didalam pekerjaanya yang sah, atau dalam usahanya dibidang industri atau perdagangan.

5. Perbuatan tersebut biasanya bertujuan untuk memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan kekayaan. 
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